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WALIKOTA BATAM 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM 

NOMOR: G TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

KOTA BATAM TAHUN 2011-2016 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BATAM, 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun 
waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan 
program Walikota terpilih; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2008 yang menyatakan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Tahun 2011-20 16; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 



3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor I 07, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I 
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi 
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002, Nomor Ill Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4237); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor. 4286); 

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4421 ); 

I 0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan U ndang-undang Nom or 12 Tahun 2008 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

II. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



18. Peraturan Pemerintah Nom or 41 Tahun 2007 ten tang Organ isasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana 
terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
20 II Ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan 
Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5195); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

24. Peraturan Presiden Nom or 5 Tahun 20 I 0 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 
Tentang RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 20 II 
Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025; 

27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
200 I Nomor 5 Seri B) sebagaimana terakhir diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Batam Nom or 5 Tahun 200 I tentang 
Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 



2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 
46); 

28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 200 I tentang 
Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Kota Batam 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 

29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang 
Kepariwisataan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 200 I Nomor 18 Seri C) sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 200 I tentang Kepariwisataan 
di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 
Nomor 30 Seri C) ; 

30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor I Tahun 2002 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2002 Nomor I Seri D); 

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang 
Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2002 Nomor 22 Seri E); 

33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 42 Seri E); 

34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 - 2014 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32); 

35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan 
Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 34); 

36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor I Tahun 2006 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2006 Nomor I Seri D); 



37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan 
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 
2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 

38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 
Seri A); 

39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 44); 

40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah 
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Batam Nom or 4 7); 

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Batam Nomor 48 ); 

42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor I 0 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 
Nomor I 0, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49); 

43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor II Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2007 Nom or II, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Batam Nomor 50); 

44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nom or 51) . 

45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 
Nomor 52); 



46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 
Nomor 53); 

4 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 55); 

48. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor I Tahun 2008 tentang 
Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 
Nomor 56); 

49. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Batam Nomor 58); 

50. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Penggunaan Tanah dan I atau Bangunan yang dikuasai 
Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Batam Nom or 61 ); 

51. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Batam Nomor 62 ); 

52. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 
Nomor 63 ); 

53. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64); 

54. Peraturan Daerah Kota Batam Nom or I 0 Tahun 2009 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah 
Kota Batam Tahun 2009 Nomor I 0, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Batam Nomor 65); 



55. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Retribusi lzin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Batam Nomor 66 ); 

56. Peraturan Daerah Kota Batam Nom or I Tahun 20 I 0 tentang 
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 20 I 0 
Nom or I, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 ); 

57. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 20 I 0 tentang 
Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 20 I 0 Nomor 4, , Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69 ); 

58. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor I Tahun 2011 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kota Batam Tahun 20 II Nom or I, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Batam Nomor 71 ); 

59. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 20 II tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 72 ); 

60. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73 ); 

61. Peraturan Daerah Kota Batam Nom or 4 Tahun 20 II ten tang 
Retribusi 1MB (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 74 ); 

62. Peraturan Daerah Kota Batam Nom or 5 Tahun 20 II ten tang 
Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
20 II Nom or 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 
75 ); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

Menetapkan 

dan 

WALIKOTA BATAM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 

2011-2016 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Walikota Batam. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam; 

5. Bad an Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be bas dan 
Pelabuhan Bebas, yang selajutnya disebut Badan Pengusahaan 
adalah lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk oleh 
Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan 
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, 
sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, 
kecamatan dan kelurahan. 

7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara 
terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah 
untuk mewujudkan visi daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk peri ode 20 ( dua 
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2025. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20 II-
2016 yang seianjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahunan terhitung sejak tahun 20 II sampai dengan tahun 20 I6, 
yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 
Daerah dengan berpedoman pada RP JPD serta memperhatikan 
RPJM Nasional. 

I 0. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode I (satu ) tahun. 

II. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan. 

I2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

13. Pagu lndikatif adalah merupakan perkiraan pagu anggaran yang 
diberikan kepada kementrian I lembaga/ dinas/SKPD/ untuk 
setiap program kegiatan. 



BAB II 

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2011-2016 

Pasal 2 

(I) RPJMD Tahun 2011-2016 adalah rencana 5 (lima) tahun yang 
menggambarkan: 

a. Visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala Daerah; 
dan 

b. Berisikan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, 
keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan 
dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) RPJMD Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, 
dan RKPD. 

BAB III 

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2011-2016 

Pasal 3 

Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 20 II - 2016 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut : 

BABI 

BAB II 

BAB Ill 

BAB IV 

BAB V 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

BAB IX 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH 
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

VIS!, MISt, TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

PENETAPAN INDIKATOR KJNERJA DAERAH 

PEDOMAN 

PELAKSANA 

TRANSISI 

Pasal 4 

DAN KAIDAH 

RPJMD Tahun 2011 - 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 



Pasal 5 

RPJMD Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 

BAB IV 

SUMBER PEMBIA Y AAN 

Pasal 6 

(I) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber pembiayaan 
dan lain-lainnya. 

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau. Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta sumber-sumber 
pembiayaan lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang 
berlaku. 

(3) Dalam Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (I) 
Pertanggungjawaban Pendanaan Walikota hanya yang bersumber 
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(I) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 
dimaksud ayat (I) dilakukan berpedoman kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

Bahwajika dalam Pelaksanaan RPJMD terdapat perubaha-perubahan 
yang bersifat dinamis dapat dituangkan kedalam Peraturan Walikota 
setelah dikonsultasikan dengan DPRD. 



Pasal 9 

Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan RPJMD, dilakukan hanya terhadap seluruh program 
dan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber 
pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Batam. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Batam. 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal ZZ Agustus 20 11 

~ Wi\LIKOTA BATAM, 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal 23 Agustus 2011 j 

...( SEKRETARIS DAERAH KOTA BAT AM,, 

, 

Pembina Utama Mady 
Nip.I960 1123 198503 1 0 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAT AM 
TAHUN 2011 NOM OR G 



Pasal 9 

Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan RPJMD, dilakukan hanya terhadap seluruh program 
dan ke~ja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber 
pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Batam. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal I 0 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Batam. 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal 2.3 Agustus 20 II 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, 

Pembina Utama Ma 
Nip.19601123 198503 1 09 

LEMBARAN DAERAH KOTA 
T AHUN 20 II NOM OR <.;; 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal 2.2 Agustus 20 II 

WALIKOTA BATAM, 

rs. AHMAD DAHLAN, MH 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM 

NOMOR: TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH (RPJMD) KOTA BAT AM TAHUN 2011-2016 

I. UMUM 

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan 
cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala 
Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun 
waktu 5 Tahun mendatang. 

RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran Visi, Misi 
dan Program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 

Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2011-2016 dilakukan secara 
partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan 
serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 



Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan bersifat dinamis adalah Perubahan-perubahan 

asumsi, Kebijakan, lndikator-indikator makro ekonomi yang bersifat 

strategis, surplus/defisit anggaran yang signifikan, dan kejadian luar 

biasa (force majeur). 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal I 0 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAT AM NOMOR 1(iJ 



g. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, 

kebutuhan pembiayaan dan lain lain dalam RPJMD Kota Batam maka 

penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum APBD, prioritas 

Dan plafon anggaran serta anggaran pendapatan dan Belanja daerah setiap 

tahunnya. 

t WALIKOTA BATAM 

Drs. AHMAD DAHLAN, MH 

I Pemerintah Kota Batam 1 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 


